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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka 

ketiga pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Proses mekanisme Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara terhadap 

Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Studi 

Perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG, adalah : 

a. Tahapan pengajuan permohonan ke kepaniteraan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Padang untuk memeriksa kelengkapan administrasi 

Permohonan dari Pemohon. 

b. Tahapan penjadwalan persidangan oleh Ketua Pengadilan 

c. Tahapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim  

 Bahwa dalam proses mekanisme penyelesaiannya Pengadilan Tata Usaha 

Negara Padang telah sesuai dalam memproses perkara ini dari awal sampai 

persidangan terakhir, tenggang waktu penyelesaian perkara selama 21 hari 

kerja. Dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan 

Pemohon seluruhnya yaitu menghukum Tergugat untuk Mengeluarkan 

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Pemohon serta 

membayar biaya perkara, yang berpedoman dengan ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan 

Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau 
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Pejabat Pemerintahan yang merupakan aturan pelaksana dari ketentuan 

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam 

mengadili Perkara Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 

Studi Perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG, adalah Majelis Hakim 

telah cukup beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon 

dikabulkan untuk seluruhnya yaitu pejabat pemerintah dalam hal ini 

Termohon wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan 

pengadilan paling lama sejak 5 hari sejak putusan pengadilan ditetapkan 

dankarena Termohon sebagai Pihak yang kalah dalam Permohonan ini, 

dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa seluruh pertimbangan 

hakim diatas telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Peratutan 

Perundang-undangan dalam hal ini yaitu Pasal 53 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 serta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk mem-

peroleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Kepu-

tusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan . 

3. Kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 

Terhadap Keputusan Fkitif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Padang Studi Perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG adalah : 

a. Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara diproses dengan Acara 

Singkat sehingga proses pemeriksaannya tidak sempurna dan mun-

cul ketidakpuasan bagi pihak yang merasa dirugikan. 
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b. Tidak adanya tahapan proses berperkara Pra Litigasi membuat hak 

Pemohon untuk mendapatkan perbaikan dan nasehat untuk mem-

perbaiki permohonannya dilanggar dalam hal ini juga tidak sesuai 

dengan asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu hakim 

bersifat aktif. 

c. Tidak adanya Upaya Hukum Biasa terhadap Putusan Perkara Fiktif 

Positif. 

d. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap pejabat yang 

ingkar terhadap putusan pengadilan. 

e. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila putusan tidak 

dilaksanakan 

B. Saran 

Berdasarkan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap 

Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Studi 

Perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG, saran penulis dalam permasalahan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Frase kalimat “dianggap telah diterima” yang termuat didalam Pasal 53 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerinta-

han yang maksudnya berarti “diam berarti setuju” sehingga menimbulkan 

hak dari diamnya atau diabaikannya Permohonan tersebut oleh Pejabat 

TUN dari hal tersebut sudah bisa dijadikan landasan untuk mengajukan 

Permohonan ke PTUN. Namun apabila maksud dari peraturan perun-
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dang-undangan tersebut memang bertujuan demikian, seharunya didalam 

Peratutan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tidak seharusnya 

menghasilkan putusan penolakan atau gugur karena permohonan yang 

diabaikan telah dianggap dikabulkan secara hukum atau dikenal dengan 

istilah Fiktif Positif. 

2. Sebaiknya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Tata 

Usaha Negara untuk menambahkan suatu pasal mengenai sanksi yang 

diberikan kepada Termohon yang tidak melaksanakan Keputusan Tata 

Usaha Negara sesuai dengan apa yang telah diputuskan dalam putusan 

pengadilan. 

3. Kepada Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara agar lebih memer-

hatikan setiap permohonan yang diajukan kepadanya dan memprosesnya 

sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) dari kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang kepadanya. 
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